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ABSTRAK

Perlindungan hukum terhadap konsumen diatur dengan Undang - undang No 8 Tahun
1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang - undang ini diharapkan dapat menjamin
kepastian hukum terhadap konsumen.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam skripsi ini diangkat masalah-masalah yaitu yang
menangkut tanggungjawab pelaku usaha agar tidak menimbulkan kerugian terhadap konsumen
dan upaya konsumen jika haknya dirugikan oleh pelaku usaha. Metodologi yang dipakai dalam
penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif.

Berdasarkan pembahasan terhadap hasil penelitian dapat disimpulkan, pertama bahwa
Undang - undang perlindungan konsumen No 8 Tahun 1999 belum sepenuhnya melindungi
konsumen, karena keterbatasan pengertian pelaku usaha yang hanya khusus berada di wilayah
negara Republik Indonesi, serta hak-hak konsumen masih banyak dirugikan oleh pelaku usaha
serta lemahnya perlindungan hukum terhadap konsumen sehingga hukum perlindungan kosumen
perlu lebih tegas dan pemerintah harus lebih aktiv dalam upaya perlindungan terhadap

konsumen.

Kata kunci : Perlindungan hukum bagi konsumen atas peredaran produk makanan dalam

kemasan.



ABSTRACT

Legal protection to consumers is regulated by Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection. This

law is expected to ensure legal certainty to consumers.

In connection with this matter, in this thesis raised the problems that are carrying the
responsibility of business actors in order not to cause harm to consumers and consumer efforts if
the rights are impaired by business actors. The methodology used in this study using the

normative juridical approach.

Based on the discussion of the results of research can be concluded, firstly that the Consumer
Protection Act No. 8 of 1999 has not fully protect consumers, due to the limited understanding of
business actors that are only specialized in the territory of the Republic of Indonesia, as well as
consumer rights are still much harmed by business actors As well as weak legal protection of
consumers so that the protection law of consumers need to be more assertive and the government

should be more active in the protection of consumers.

Keywords: Legal protection for consumers on the distribution of packaged food products.
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